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Mengingat: I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, ten tang 
Pembcntukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia nomor 352) sebagai Undang­ 
Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

Menimbang: a. bahwa Pusat Kesehatan Masyaralau sebagai salah satu jenis 
rasilitas pelayanan keschatan tingJau pertama rnemiliki 
peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, 
khususnya subsistem upaya kesehatan; 

b. bahwa penyelcnggilraan Pusat Keschatan Masyarakat perlu 

ditata ulang untuk mcningkatkan aksebilltas, 
kcterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka 
meningkalkan dcrajat masyarakat scrta mensukseskan 
program jaminan sosial nasional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hurur a dan huruf b, perlu mcnctapkan Pcraturan 
Bupati tentang Pusat Keschatan Masyarakat; 

OENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

01 KABUPATEN SAMBAS 

PERATURAN t!Ul'ATI SAMBAS 

NOMOR 10 TAHUN 2016 

BUPATI SAMBAS 

- 
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3. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perube.ban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5607); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 ten tang Si stem 
lnfonnasi Kesehatan (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5542); 

6. Peraturan Pcmerintah Nomor 66 Tahun 2014 tcntang 
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5570); 

7. Peraruran Prcaidcn Nomor 72 Tahun 2012 ten tang Sistem 
Kesebatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 193); 

8. Pera tu ran Men ten Kesebatan Nomor 00 l Tahun 20 l2 ten tang 
Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kescbatan 

Pcrorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 122); 

9. Peraturan Mcnteri Kesebatan Nomor 37 Tahun 2012 tcntang 
Penyclcnggaraan La.boratorium Pusat Keschatan Masyarakat 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat 
Terpencil, dan Fasilitas Pclayanan Kesehatan yang Tidak 

Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 153); 
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Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
l. Dacrah adalah Kabupateo Sambas. 

2. Pemerintab Kabupaten adalah Pemetiotah Kabupaten Sambas. 
3. Bupati adalah Bupati Sambas. 

4. Dinas Kesehatan Kabupatco Sambas adalab Satuan Kerja 
Pemcrintahan daerah Kabupatco Sambas yang bcrtanggung jawab 
menyelenggarakao urusan pemerintaban dalam bidang kesehatan di 
Kabupaten Sambas. 

5. Kcpala Dinas Kesebatan adalah Kcpala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sambas, 

6. Fasilitas Pclayanan Kesehatan adalab suatu tempat yang digunakan 

untuk menyelenggarakao upaya pelayanan kesebatan, baik promotif, 
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dila.kukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah dan/atau masyarakaL 

Pua! 1 

SABI 

KETENTUA!f t1IIVII 

Menetapkan: PERA1'URA.lf BUPAfl 1'UTAJIO PElfYELENOOARAAN PUSA1' 
KESEBATAN IIASYARAXAT DI KA.BUPATElf 8Alil.BA8 

111Ellftl1'USKAJII : 

I I. Peraturan Menteri Kesebatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Standar Pelayanan Kcfarmasian di Puskesmas (Betita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 906); 

12. Peraturan Menteti Kesebatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesebatan Masyantkat (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Keschatan Kabupaten Sambas (Betita Daerab 
Kabupatcn Sambas Tahun 2008 Nomor 221): 

14. Pcraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Sistcm Rujukan Pelayanan Kesehatan (Betita Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 8); 
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7. Pusat Kcsehatan Masyarakat yang selanjutnya discbut Puskesrnas 
merupakan Unit Pelaksana Telmis Dinas Keschatan Kabupaten Sambas 
adalah fasilitas pelayanan kesebatan yang menyelenggarakan upaya 
kesebatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif serta preventif, 
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 
di wilayah kerjanya. 

8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah 
seliap kegiatan untuk memelihara dan meningkalkan kesehatan scrta 
mcnccgah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan 
sasarun keluarga, kelompok, dan masyarakat. 

9. Upaya Kesehatan Pe.rorangan yang selanjutnya disingkat UKP adala.h 
suaru kegiatan dan/ a tau serangkruan kegiatan pelayanan kesehatan 
yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, pcn_yembuhan 
penyak.it, pengurangan pcnderitaan akibat pcnyalot dan rnemullhkan 
kesehatan perseorangan. 

I 0. Tenaga Kesehatan odalah seuap orang yang mcngabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengctahuan dan atau keterampilan 
melalui pendidikan d, bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
mcmcrlukon kcwcnangan untuk melakukan upaya kesehatan, 

1 1. Registrasi adalah proses pcndaftaran yang mclipub pcngajuan dan 
pcm bcrian kode Puskesmas 

12. Akrcditasi Puskcsmas adalab pengakuan tcrhadap Puskesmas yang 
dibcrikan oleh lcmbaga independen penyelenggara akreditasi yang 
ditetapkan olch Mcntcri setclah dinilai bahwa Puskcsmas telah 
memenuhi standar pelayanan Puskcsma.s telah ditetapkan olch Menteri 
untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara 
berkcsinambungan. 

13. Sistem Rujukan adalah peoyelenggaraan pclayanan kesehatan yang 
mengatur pcli.mpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan secara 
timbal balik baik vertikal maupun horisootal 

14. Pclayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleb Puskesmas 
kcpada masyarakat, mcocakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 
pencatatan, pelaporan, dan dituaogkan dalam suatu sistem. 

15. Sistem lnformasi Puskesmas adalab suatu tatanan yang menyediakan 
informasi untuk mcmbantu proses pengambilan keputusan dalam 
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BABU 

PRINSIP PEl'IYELE1'00ARAAJI, TOGAS, Ji'UJIGSl DAii WEWEl'fAlfG 
Pua13 

(1) Prinsip penyclenggaraan Puskesmas meliputi: 
a. paradigma sebat; 
b. pertanggungjawaban wilayab; 
c. kemand.irian masyara.kat; 
d. pemerataan; 
e. teknologi tcpat guna; dan 

Pual2 
( I) Pembangunan kesehatan yang diselcnggarakan di Puskesmas bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang: 
a. memilild prilaku sehat yang mcliputi kcsadaran, kcmauan dan 

kcmampuan bidup sehat; 

b. mampu mcnjangkaukan pelayanan kcsehatan bcrmutu 
c. bidup dalam Ungkungan sehat; clan 

d. mcmiliki dcrajat kesehatan yang optimal, ba.ik individu, keluarga, 
kelompok dan masyarakat. 

(2) Pcmbangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas 
sebagaimano dimaksud pada ayat (I) mendukung terwujudnya 
kecamatan sehat, 

melaksanakan manjemen Puskesmas dalam mencapai sasaran 
kegia tannya. 

16. Puskesmas Non Rawat lnap adalab Puskesmas yang tidak 
menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali persalinan normal 
dan gawat darurat. 

17. Puskesmas Rawat !nap adalah Puskesmas yang d.iberi tambahan 
sumber daya untuk mcnydcnggaraJcan pelayanan rawat inap, sesuai 
pertirnbangan kebutuhan pelayanan. 

18. Puskesmas Mampu PONED adalah Pusat Kesebatan Masyarakat 
dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan 
kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir; 

19. Ambulans adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk 
mengangkut khen dalam rangka ruJukan medik dan pelayanan lain 
yang diberikan tcrhadap klicn. 
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Pau.15 

Dalam melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Puskesrnas 
menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan 

Pau.14 

Puskesmas mcmpunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk 
mencapai tujuan pembangunan kcscbatan di wilayah kcrjanya dalam rangka 
terwujudnya kecamatan sehat. 

r. ketcrpaduan clan kesinambungan. 

(2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayal 
(11 huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan 
untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko 

kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, 
(3) Berdasarkan prinsip penanggungjawaban wilayah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan 
bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan diwilayah 
kerjanya. 

(4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat 

bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakal. 
(5) Berdasarkan prinsip pemerataan sebag;umana pada ayat (I) huruf d, 

Puskesmas menyelcnggarakan petayanan kesehatan yang dapat diakses 
dan terjangkau olch seluruh masyara.kat di wilayah kerjanya secara adil 
tanpa membedakan status sosial, ekonoml, agama, budaya dan 
kepercayaan. 

(6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kcsehatan 

dengan memanfaatkan tcknologi tepat guna yang sesuai dengan 
kebutuhan pelayanan, mudah dtmanfaatkan dan tidak berdampak 
buruk bagi Ungkungan. 

(7) Bcrdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaima.na 
dimaksud ayat (I) huruf t, Puskesmas mengintcgrasikan dan 

mengkoordinasikan penyclenggaraan UKM dan UKP lintas program dan 
lintas sektor serta mclaksanakan sistcm rujukan yang didukung 
manajemen Puskcsmas. 
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Pua17 

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagltlmana dimaksud dalam pasal 5 
huruf b, Puskcsmas berwenang untuk: 
a. Meoyeleoggarakan pclayanan kesehatan dasar secara komprchcnsif, 

berkesinambungan dan bermutu; 
b. Menyelenegarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya 

promotif dan preventi(; 
c. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada 

individu, keluarga, kelompok dan masyarakat; 
d. Menyelenggarakan Pelayaoan Keschatan yang mengutamakao keamanan 

dan keselamatan pasien, perugas dan pcngunjung; 
e. meoyeleoggarakao Pelayanan Kesehatan deogan prinsip koordinatif dan 

kcrjasama inter dan antar profesi; 

Pua16 

Oalam menyelenggarakan fungsi sebagai dimaksud Pasal 5 huruf a, 
Puskesmas berwenang untuk: 
a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan 

masyarakat dan analisa kebutuhan pclayanan yang dipcrlukan; 
b. Melaksanakan advokasi dan sosialisas! kebijakan kesehatan; 
c. Melaksanakan komunilcasi, informasi, edukasi, dan pcmberdayaan 

masyarakat dalam bidang kesehatan; 
d. Mcnggcrakkan masyarakat untuk mengjdcntifikasi dan mcnyclesaikan 

masalah kesehatan pada setiap tingkal perkembangan masyarakat yang 
bekerjasama dengan sektor lain terkait; 

e. Melaksanakan pcmbinaan teknis terhadap jaringan pclayanan dan 
upaya kesehatan berbasis masyarakat; 

r. Melaksanakan pcningkatan kompctensi sumber d11Y11 manusia 
Puskesmas; 

g. Memantau pelaksanaan pcmbangunan agar berwawasan kcschatan; 
h. Melaksanakan pcncatatan, pclaporan, dan evaJuasi terhadap akses, 

mutu, dan cakupan pclayanan kesehatan; dan 
I. Memberikan rckomeodosl terkaat masalah keschatan masyarakat, 

termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon 
pcnanggutangan pcnyaklt. 

b. Penyelenggaraan UKP tingl<at pcrtama di wilayah kcrjanya. 



8 

Pu&! 10 

(1) Selain bangunan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, 
setiap Puskesmas harus memi)iki bangunan rumah dinas Tenaga 
Kesehatan. 

BABW 
PBRSYARATAJII 

Pu&l9 
(I) Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. 

(2) Oalam kondisi tertentu, pada I (satu) kecamatan dapat didirikan lebih 
dari 1 (satu) Puskesmas. 

(3) Kondisi tcrtcntu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, Jumlab penduduk 
dan aksesibilitas. 

(4) Pendirian Puskesmas barus mcmcnuhl persyaratan lokasi, bangunan, 
prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefsrmasian dan 
laboratorium. 

(5) Kctcntuan mengenai pcrsyaratan pendirian Puskesmas sebagaimana 

dimnksud pada pasal 9 dilaksanakan sesuai ketcntuao pcraturan 
perundang-undangan. 

Pu&l8 
(I) Se lain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dlmaksud pasal S, 

Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga 
Kesehatan. 

(2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilalcsanakan sesuai ketentuan 
pera.turan perundang-undangan. 

f'. melaksanakan rekam medis; 

g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan 
akses Pelayanan Kcsehatan; 

h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan; 

i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan 
kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan 

j. melaksanakan penapisan rujukan sesual dengan indikasi rnedis dan 

Sistem Rujukan. 
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Pual 13 

(I) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga Keseharan dan 
tenaga non kesehatan. 

(2) Jenis dnn jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan 

eebagaimana dimaksud pada ayal (I) dihitung bcrdasarkan anolisa 
bcban kerja, dcngnn mempertimbangkan jum.lah pelayanan yang 
diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karaktcrisitik 

wilayah kerje, luas wiloyah kerja, keterscdiaan fasilitas pclayanan 
kesehatan tingkat pertama tainnya di wilayah kerja, dan pembagian 
waktu kerja. 

(3) Sumber daya mnnusia Puskesmas scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
terd.iri atas: 
a. Tenaga Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan 

b. Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negcri Sipil. 
(4) Sumber daya manusia Puskesmas tenaga kesehatan Non Pegawai Negeri 

Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tcrdiri atas: 
a Tenaga Kesehatan Kontrak (TKKJ adalah sctiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memilikl 

Pual 12 
( I) Peralatan kcsehatan di Puskesmas harus mcmcnuhi persyaratan: 

a. standar mutu, kcamanan, kesclamatan; 

b. memilikl izin edar sesuai ketenruan peraturan-peraturan perundang­ 
undangan; dan 

c. diuji dan dikalibrasi secara bcrkala oleh institusi pcnguji dan 
pcngkalibrasi yang berwenang. 

(2) Ketentuan lcbih lanjut mengenai peralatan dila.ksanakan sesuai 
pcraturan pcrundang-undangan. 

Pual 11 

Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud daJam pasal 10 sampai 
harus dilaku.kan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala 
agar tetap laik fungsi. 

(2) Bangunan rumah dinas tcnaga keschatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) didirikan dengan mempertimbangkan akscsibilitas tenaga 
kesehatan dalam memberikan pelayanan. 
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Pua! 15 

(1) Pclayanan kefarmasian di Puskcsmas harus dilaksanakan oleh Tenaga 
Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewcnangan untuk 
melakukan pekerjaan kefarmasian. 

Pua! 14 

( I) Tenaga kcsebatan di Puskesmas harus bekcrja scsuai dengan stander 
profesi, standar pclayanan, stander prosedur operasional, etika profesi, 

menghormati hale pasien, serta mengutamakan kepcntingan dan 
keselamatan dan kcschatan dirinya dalam bekcrja. 

(2) Setiap tenaga kesehatan yang bekcrja di Puskcsmas harus memilikJ 
surat izin praktek sesuai ketcntuan pcraturan perundang-undangan. 

pengetahuan dan/atau keterampilan melaluJ pendidikan dJ bidang 

keschatan yang untuk jenis tertentu memerlukan keweoangan untuk 
melakukan upaya kesehatan, 

b. Tenaga Keschatan Non Pcgawai Ncgcri Sipil lainnya sesuai dengan 
kctentuan pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) .Jenis tenaga kcsehatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedikit terdiri atas: 

a. dokter atau dokter layanan Primer; 
b. dokter gigi; 
c. perawat; 
d. perawat gigi; 

e. bidan; 
f. tenaga Kesehatan Masyarakat; 
g. tenaga keschatan lingkungan; 
h. ahli teknolog, laboratonum medtk; 

i. tenaga gizi; 
j. tenaga kcfarmasian; 

(4) Tenaga non keschatan sebQpimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat 
mcndukuog kegiatan kctatausahaan, administrasi keuangan, sistcm 
informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskcsmas. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mcngcnru jerus dan jumlah minimal tenaga 

kcschatan dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam lampimn yang merupakan ba.gian yang tidak 
tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pual 19 
(l) Puskesmos kawasan perkotaan sebogaimana dimaksud daJam pasal 18 

huruf a, merupakan Puskcsmas yang wilayah kerjanya mellputi 

kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria 
kawasan perkotaan sebagai berikut: 

a. aktivitas lcbih dari 50% (lima puluh persen) penduduknya pada 
sektor oon agraris, terutama industri, perdagangan dan jasa; 

b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar 
radius 2 km, memiliki n,mab sakit radius kuraog dari 5 km, 
bioskop, atau hotel; 

c. lebih dari 90% (Sembilan puluh persen) rumah taogga memiliki 
listrik; dan/ atau 

Pual 18 
Berdasarkan karakteristik wilayah kcrjanya sebogaimana dimaksud dalam 
pasal 17, Puskcsmas dikategorikan menjadi: 
a. Puskesmas kawasan perkotaan; 
b. Puskesmas kawasan pcdesaan; dan 

c. Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. 

BAB IV 

KATEGORJ PU8KB811A8 

Pual 17 

Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada 
kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dtkaregortkan 
berdasarkan kara.kteristik wilayah kcrja dan kemampuan penyelenggaraan. 

Pual 16 
(I) Pelayanan laboratorium di Puskesmas harus memenuhi kriteria 

ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan. 
(2) Pelayanan Jaboratorium di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I) dila.ksanakan sesuai ketentuan peraruran perundang­ 
undangan. 

(2) Pelayanan kefannasian di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dilaksanakan sesuai ketentuan peraruran perundang-undangan. 
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Pua120 
(I) Puskcsmas kawasan pcdesaan scbagaimana dimaksud dalam pasal 18 

huruf b merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya mcliputi 
kawasan yang memenuhi paling sedikil 3 (tiga) dari 4 (cmpat) kriteria 
kawasan pcdesaan seba.gai beriku1: 

a. Aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduk pada sektor 
agra.ris; 

b. mcmiliki fasilltas antara lain sekolah radius lcbih 2,5 km, pasar d1111 
perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 
km, tidak memiliki bioskop, atau hotel; 

c. rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (Scmbilan puluh 
persco); clan 

d. terdapat akses jalan raya dao transportasi mcnuju fasilitas 
sebagaimana dimaksud pada buruf b. 

(2) Pcnyclcngga.raan Pelayanao Kcschatao olch Puskesmas kawasan 
pedesaan memiliki karakterisrik seba.gai berikut: 

a. Pelayanao UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisifasi 
masyarakat; 

b. Pelayanan UKP dilaksaoakan oleh Puskesmas dan fasilitas 
pelayanao kesehatan yang diseleoggarakao oleh masyarakat; 

d. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas 
perkotaan sebagaimana climaksud pada huruf b. 

(2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan 

perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. Memprioritaskan pelayanan UKM; 

b. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan mclibatkan partisifasi 
rnasyarakat; 

c. Pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas 
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau 

masyarakat; 
d. Optimalisasi dan pening)catan kemampuan jaringan pelayanan 

puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan 

e. Pendckatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan 
permasalahan yang sesuai dengan pola kchidupan masyarakat 
perkotaan. 



Pua! :Jl 

( I) Puskcsmas kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 18 huruf c merupakan puskesmas yang wilayah 
kcrjanya meliputi kawasan yang mcmenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 
(cmpat) kritcria kawasan pcdcsaan scbagai bcrikut: 
a. Bcrada di wt1ayah yang sulit dijangkau atau rawan bcncana, pulau 

kecil, gugus pulau, atau pesisir; 
b. Akscs transportasi umum rutin I kali dalam I minggu, jarak tempuh 

pulang pcrgl dari ibukota kabupaten memcrtukan waktu Jcbih dari 6 
jam, dan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim 
atau cuaca; dan 

e. Kesulitan pcmenuhan bahan pokok dan kondisi kcamanan yang 
tidak stabil. 

(2) Penyelenggaraan Pelayanan Kcschatan olch Puskesmas kawasan 
terpecil dan sangat tcrpencil memiliki karaktcristik scbagai bcrikut: 
a. Mcmbcrikan Pelayanan IJKM dan IJKP dcngan pcnambahan 

kompctensi tenaga kcschatan; 
b. Dalam pctayannn IJKP dapat dilakukan pcnambahan kompctcnsi 

dan kewenangan tertentu bag, dokter, pcrawat, dan bidan; 
c. Pclayanan IJKM diselenggarakan dengan mempcrhatikan kcarifan 

lokal; 
d. Pcndekatan pelayanan yang dibcrikan mcnyesuaikan dcngan pola 

kchidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil; 
e. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pclayanan 

Puskesmas dan jcjaring fasilitas pclayanan keschatan; 
f. Pelayanan IJKM dan IJKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus 

pulau/kluster dan atau pclayanan kesehatan bergerak untuk 
meningkatkan aksesibilitas. 

c. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan 
puskesmas dan jeiaring rasilitas pelayanan kcscbatan; dan 

d. Pendekatan pelayanan yang dibcrikan bcrdasarkan kebutuhan dan 
pennasalahan yang scsuai dcngan pola kehidupan masyarakat 
pedesaan 
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Pua.124 

(1) Setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan registrasi. 
(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupatcn kepada Menteri Kesehatan sctclah memperoleh 
rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi. 

BABV 

PERlZIJfAJI DAR RBOJ8TRA8l 
Pua.I :13 

( 1) Setiap Puskcsmas wajib mcmiliki i.tin untuk menyelenggarakan 
pclayanan kesehatan. 

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibcrikan oleh Bupati, 
(3) lzin bcrlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 

selama mcmenuhi pcrsyaratan. 
(4) Kctentuan lcbih lanjut mengenai pcrizinan Puskcsmas scsuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan. 

Pua.122 
(11 Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 17, puskesmas di kategorikan menjadi: 
a. Puskesmas non rawat inap; 
b. Puskesmas non rawat inap dengan pclayanan Unit Gawat Darurat 
c. Puskcsmas rawat inap. 

(21 Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a adalah Puskesmas yang tidal< mcnyelenggarakan pclayanan rawat 
lnap, kecuali pcrsalinan normal. 

(3) Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
b adalah Puskesmas yang t1dak mcnyclcnggarakan pclayanan rawat 
inap tetapi mcmbcrikan pclayanan gawat darurat dengan jam tertentu. 

(4) Puskesmas rawat inap sebapimana dimaksud poda ayat (I) huruf b 
adalah Puskcsmas yang dibcri tambahan sumbcr daya untuk 
menyclengarakan pclayanan rawat inap, scsuai pertlmbangan 
kcbutuhan pclayanan kesehatan. 

(5) Kctcntuo.n lcbih lanjut mengena, Puskesmas rawat inap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf b diatur dalam pcraturan pcrundang­ 
undangan. 
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Pual27 
( 1) Organisasi Puskesmas disusun oleh dines keschatan kabupaten 

berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kcrja Puskcsmas. 
(2) Organisasi Puskesmas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit tcrdiri atas: 

Pual26 
(I) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas. 

(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) merupakan 
seorang Tenaga kesehatan dengan kriteria sebapi berikut: 
a. Tingkat pcndidikan sarjana kcsehatan dan mcmililo kompctensl 

manajemen kcsehatan masyarakat; 

b. Masa kcrja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan 
c. Telah mengikuti pclatihan manajemcn Puskesmas. 

(3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di 
Puskesmas. 

(4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 
o,ynt (3), Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan 

kebutuhan sumber daya Puskcsmas kepada dinas kcsehat.an 
kabupaten. 

(5) Oalam bal di Puskesmas kawasan terpencU dan sangat terpencil tidak 
tersedia seorang tenaga kesehat.an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, maka Kepala Pusk:csmas mcrupakan tenaga kesehatan dengan 
tingkat penclidikan paling rendah diploma tiga (0 Ill). 

BABVI 
PE!n'ELElfGGARAAJII 

BecJ•n Keoatu 
Kedudubn clan Orpniaul 

Pua! 25 
Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten, 
sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih Ianjut mengenai registrasi Puskesmas sesuai dengan 
kelentuan oleh Peraruran dan Perundang-undangan. 
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pengembangan yang dilakukan antara lain: 
a, Peloyanan kesehatan jiwa; 
b. Pclayanan kesehatan gigi masyarakat; 

c, Peloyanan keschatan tradisional komplementer; 
d. Pclayanan kesehatan olahraga; 
e. Pelayanan kesehatan indera; 
r. Pelayannn kesehatnn lon,ua; 

g. Pclayanan kesehatan kerja; clan 
h. Pelayanan kesehatan lainnya. 

(5) Penanggung jawab UKP, kefarmasian, clan Iaboratorium membawahi 
beberapa kegiatan, yaitu: 
a Pelayanan pemeriksaan umum; 
b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut; 

upaya 

Pua128 

( J) Pola struktur organisasi kawasan perkotaan dengan kriteria Kepala 
Puskesmas yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling 
rendah sarjana, memiliki kompetensi manajemen kesehatan 

masyarakat, masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua] tahun dan telah 
mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. 

(2) Kasubag Tata Usaha, mcmbawahi beberapa kcgiatan diantaranya Sistcm 
In formasi Puskesmas, Kepepwaian, Rumah Tangga, dan Keuangan. 

(3) Penanggungjawob UKM esenssal dan keperawatan kesehatan 
masyarakat yang membawahi: 
a. Pelayanan prcmosl kesehatan termasuk UKS; 
b. Pclayanan kesehatan lingkungan; 
c. Pclayanan KIA-KB yang bersifal UKM; 
d. Pcloyanan Oizi yang bersifat UKM; 
e, Peloyanan pe.nccgahan dan pengendalian pcnyakit; dan 
r. Pclo.yanan kepcrawotan keschatan masyarakat. 

(4) Pcnanggungjawab UKM Pcngembangan membawahi 

a. Kepala Puskesmas; 

b. Kepala Sub bagian tata usaha; 
c. penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; 
d. penanggungjawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium; dan 
e. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring 

fasilitas pelayanan kesebatan. 
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pcngembangan yang dilakukan Puskesmas antara Jain: 
a. Pelayanan kesehatan jiwa; 
b. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat; 

c. Pelayanan tradisional komplementer; 
d. Pclayanan kesehatan olahraga; 

upaya 

Pua) :39 

( 1) Kcpala Puskcsmas kawasan pedcsaan yaitu tcnaga keschatan dengan 
tlngkat pendidikan paling rendah sarjana, mcmiliki kompetcnsl 
manajcmcn kcsehatan masyarakat, masa kcrja di Puskcsmas minimal 2 

(dua] tahun, dan tclah mcngikuti pclatihan manaJcmcn Puskcsmas. 
(2) Kcpala Sub Bagian Tata Usaha, mcmbawahi bebcrapa kegiatan 

diantaranyo slstcm informasi puskesmae, kcpcgawaian, ru.mah tanggo 
dan kcuangan. 

(3) Penanggungjawab UKM cscnsial dan Kcpcrawatan Keschatan 
Masyarakat yang membawahi: 
a. Pelayanan promosi kescbatan tcrmasuk UKS; 
b. Pelayanan kesehatan linglrungan; 
c. PeJayanan KIA-KB yang bersifat UKM; 
d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM; 

e, Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan 
f. Pelayanan kepcrawatan kesehatan masyarakaL 

(4) Pcnanggungjawab UKM Pengcmbangan mcmbawahi 

c. Pelayanan KlA·KB yang bersifat UKP; 
d. Pclayanan gawat darurat; 
e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP; 
f. Pelayanan persalinan; 
g. Pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan 

pelayanan rawat inap; 
h. Pelayanan kcfarmasian; dan 
l, Pelayanan laboratorium. 

(6) Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas 

pclayanan kcsehatan, yang mcmbawahi: 
a. Puskesrnas Pembanru; 
b. Puskcsmas Kcliling; 
c, B,dan Desa; dan 

d. Jejaring fasilitas pelayanan kcsehatan. 
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(3) Penanggungjawab UKM Esensial, UKM Peagembangan dan Keperawatan 
Kesehatan Masya.rakat 

(4) Penanggungja ... rab UKP, Kefarmasian dan laboratorium 

Pua) 30 

( 1) Pola struktur organisasi Puskesmas kawasan tcrpencil/ sangat c.crpcncil 
dengan k.riteria Kepala Puskesmas yaitu tenaga kcschatan dcngan 
tingkat pendidikan minimal diploma tiga (D Ill) bila tidak tersedia 
tenaga kesehatan dengan pendidikan sarjana, memiliki kompetensi 
manajcmcn kcscbatan masya.rakat, masa kcrja di Puskcsmas minimal 2 

(dua) tahun, dan telah mengikuti pclatihan manajemen Puskcsmas. 
(2) Kepala $ubbag Tata Usaha, yang bertanggung jawab membantu kepala 

Puskesmas dalam pengclolaan sistcm informasi Puskesmas, 
Kepegawaian, rumah tangga, bendahara termasuk dalam bagian tata 
usaha. 

e. Pelayanan kesebatan indera; 

r. Pelayanan kesehatan lansia; 
g. Pelayanan kesehatan keqa: dan 
h. Pelayanan kesebatan lainnya. 

(5) Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium membawahi 

beberapa kegiatan, yaitu: 
a. Pelayanan pemeriksaan umum; 
b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut; 
c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP; 

d. Pclayanan gawat darurat; 
e. Pelayanan gizi yang berstfat UKP; 

r. Pclayanan persalinan; 
g. Pclayanan rawat inap untul< Puskeamas yang rnenyediakan 

pelayanan rawat inap; 

b. Pclayanan kefarmas,an; dan 
I. Pelayanan laboratorium 

(6) Pe.nanggungjawab janngan pelayanan Puskesmas dan jejaring lasilit.as 

pelayanan kcsehatan, yang membawahi: 
a. Puskcsmas pembantu; 
b. Puskcsmas kcliling; 

c. Bidan dcsa; dan 
d, Jejaring rasilitas pelayanan kesehatan. 
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Pua) 3!1 

( l) Upaya kesehatan masyarakal tingkat pertama sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 31 mchputi upaya kesehatan masyarakal esensial dan 

upaya kcsehatan masyarakat pengemba.ngan. 

(21 Upaya kesehatan masyarakat csensial sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) meliputi: 
a. Pelayanan promos, kesehatan; 
b. Pelayanan kesehatan lingkungan; 
c. Pelayanan kcsehatan ibu, anak, dan kcluargAl berencana; 

d. Pelayanan gizi, dan 
e. Pelayanan penccgahan dan pcngendalian penyakiL 

(3) Upaya kcsehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) harus diselenggarakan olch setiap Puskesmas untuk 

mendukung pcncapaian standar pelayanan minimal kabupaten Sambas 
bidang kesehatan. 

(4) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan upaya kcsehatan masyarakat yang 

kegiatannya mcmcrlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/ atau 
bersifat ekstcnsifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan 
prioritas masalah kesehatan, kckhususan wilayab kerja dan potensi 

sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas. 

a.ciao Kedua 
Upaya Keeebata.n 

Pua! 31 

( l) Puskesmas menyclcnggarakan upaya kesehatan masyarakat tingka; 
pertarna dan upaya kesehatan perscorangan tingkat pertama. 

(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

secant. terintegrasi dan berkesinambungan. 

(5) Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas 

pclayanan kesebatan, yang mcmbawabi; 

a. Puskcsmas Pembantu; 
b. Puskesmas Kcliling; 

c. Bidan desa; dan 
d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan 
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Bll~•o Ketip 
Akffditaai 
Pual35 

( l) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib 
diakredito.si secara berkaln paling seclikit 3 (tignl tahun sekali. 

(2) Akredilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) oleh lembaga 
independen penyelenggara akreditasi yang ditctapkan oleb Mcntcri. 

(31 Lembnga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( I J bcrsifat mandiri dalam proses pclaksanaan, pengambilan 
keputusan dan penerbitan sertifikat status akreditasi. 

Pual34 
Untuk melaksanakan upaya kcsehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
31, pasal 32, dan paJSal 33, puskcsmas barus mcnyclcnggarakan: 

a. Manajemen puskesmas; 
b. Pelayanan kefarmasian; 
c. Pelayanan kcpcrawatan kcsebatan masyarakat; dun 
d. Pelayanan laboratorium. 

Pual33 
(11 Upaya kesehatan perscorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 32 dilaksanakan dalam bcntuk: 
a. Rawatjalan; 

b. Pclayanan gawat darurat; 
c. Pclayanan satu hari (one day care); 

d. Home care; dan/atau 
e, Rawat inap bcrdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan 

kesehatan. 
(21 Upaya kesehatan perseornngan tingkat pertama sebagairnana dimaksud 

pada ayat ( I) dilaksanakan sesuai dcngan standar proscdur operasional 
dan standar pelayanan. 

(5) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama yang dapat dilakukan 

oleh puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercanrum dalam 
Jampiran yang merupakan bagian tidak tcrpisabkan dari Peraruran 

Bupati ini, 



ll 

Bepa Keempat 

JarinpJ, Pelayanaa, JejariAg Fuilltaa Pelayan&n Keaehatan 
du St.stem Rujub.n 

Paaa136 

(I) Dalam rangka meningkatkan aksesibitas pelayanan, Puskesmas 
didukung oleh jaringan pelayanan Puskcsmas dan jaringan fasilitas 

pelayanan kesehatan. 
(2) Jaringan pelayanan Puskcsmas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas klinik, rumah saJdt, apotck, taboratorrum, dan rasilitas 
pclayanan kcsehatan lainnya. 

\3) Puskesmas pcmbantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mcmbcrikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi 
da.lam wilayah kerja Puskcsmas. Puskesmas Pembantu mcrupakan 
bagian Integral Puskcsmas, yang harus dibina secara berkala oleh 
Puskcsmas. 

(4) Tujuan Puskesmas Pcmbantu adalah untuk mcningkatkan jangkauan 
dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kcrjanya. 

(5) F'ungsi Puskesmaa Pcmbantu adalah untuk menunjang dan memba.ntu 
melaksanakan kcgiatan yang cWakukan Puskesmas di wilayah kcrjanya. 

(6) Puskesmas Pembantu didirikan dcngan perbandingan I (satu) 
Puskesmas Pcmbantu untuk mclayani 2 (dua) sampai 3 (tJga) desa. 

(7) Perun Puskesmas Pembantu: 
a. Mcningkalkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah 

kerja Puskcsmas. 
b, Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutarna UKM 
c. Mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu, lmunisasi, KIA, 

Penyuluhan kesehatan, survailcns, pemberd.ayaan masyarakat, dan 
lain-lain 

d. Mendukung pelayanan rujukan. 

e. Mendukung pelayanan promotif dan prcveotiL 
(8) Penanggungjawab Puskcsmas Pcmbaotu adalah S<x>raog perawat, yang 

ditetapkan oleh Kepala Oinas Kesehatan alas Usul Kepala Puskesmas. 
(91 Tenaga minimal di Puskesmas Pembantu terdiri dari I (satu) orang 

perawat dan atau ditambab tenaga kesehatan lainnya. 
(10) Pendirian Puskesmas Pembantu harus memenuhi persyaratan lokasi, 

bangunan, prasarana, peralatan kesehatan dan kctcoagaan. 
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(11) Puskesmas Keliling merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang 
sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkalkan jangkauan di wilayah 
Puskesmas yang belum terjangkau oleh pclayanan dalam gedung 
Puskesmas. Puskesmas keliling dilaksanakan secara berkala sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan siklus 
kebutuhan pelayanan. 

(12) 'l'ujuan dari Puskesmas Kcliling adalah merungkatkan jangkauan dan 
mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat di 
daerah terpencil/sangat terpencil dan terisolasi baik di darat maupun di 
pulau-pulau kecil serta untuk menyediakan sarana transportaai dalam 
pclaksanaan pelayanan kesehatan, 

( 13) Fungsi Puskesrnas Keliling adalah sebagai: 

a. sarana transportasi perugas; 
b. sarana transportasi logistik; 
c. sarana pelayanan kcsehatan; dan 
d. sarana pendukung promosi kesehatan. 

(14) Pcran Puskcsmas Keliling; 
a. Meningkatl<an a.kses dan jangkauan pelayanan desar di wilnyah 

kcrja Puskesrnas. 

b. Mendukung pclaksanaen pelayenen kesehatan di daerah yang jauh 
dan sulit, 

c, Mcndukung pelaksanaan kegiatan luar gedung, seperti Posyandu, 
!munisasi, KIA, Pcnyuluhan kcsehatan, survailens, pembcrdayaan 
masyarakat, 

d. Mcndukung pclayanan rujuken 

e. Mcndukung pelayanan promotif dan prc:ventif. 
(15) Bidan Desa adalah bidan yang ditempatkan dan bertempal tinggal pada 

satu desa dalarn wilayah kerja Puskcsmas sebagai jaringan pclayanan 
Puskesmas. Penempaten bidan di desa utamanya adalah dalam upaya 
pereepatan peningkatan kcscbatan ibu dan anak, disamping itu juga 
untuk peningkatan status kcsehatan masya.rekaL 

(16) Wilayah kerja bidan di desa meliputi I (satu) wi!ayah desa dan atau 
lebih tergantung dari luas wilayah dan geogra.fis desa, dan dapat 
diperbantuken pada desa yang tidak ada bidan, sesuai dengan 
penugasan kepala Puskesmas. 

(17) Tugas bidan di desa, sesuai kewenangannya, yaitu: 
a. Pelayanan KIA·KB 
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BA.8 IX 

SISTEII lllFORMASl PUl!lKF.SMAS 

Pual40 
(11 Setiap Puskcsmas wajib mclakukan kegiatan sistem informasi 

Puskcsmas 

BABVlD 

PE1'DAJIAAJI 

Paaal 39 
( 1) Pcndanaan di Puskcsmas bersumber dari: 

a. Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah (APBO); 
b. Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Negara (APBN); 

c. Surnber-sumber lain yang sah dan tidak mengikal. 
(2) Pengelolaan dana scbagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peratumn perundang-undangan. 

BAB VU 

KATEGORI, KEKAIIPUA.11 P&1'YELB1'00ARM1' P&LAYAJIA.11 DAN 

WILAYAH KERJA PUSKESIIIIAS 

Pual 38 
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 28 (dua puluh delapan] Puskesmas 
dcngan Kategori, Kemampuan Pcnyelenggaraan dan Wilayah Kerja yang 

terlampir dan merupakan baglan yang tidak terpisah dan peraturan lni 

Pual 37 

( l) Puskesmas dalam mcnyelcnggarakan uapya kesehatan dapat 
melaksanakan rujukan. 

(2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilaksanakan sesuai 
system rujukan 

(3) l<etentuan lebih lanjut mcngenai sistem rujukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dcngan ketentuan 

peraruran perundang-undangan. 

b. Pclayanan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Oeteksi dini dan pengobatan awal tcrkait kesehatan ibu dan anak, 

tennasuk gizi 



BABX 

PE.KBJJIAAJI DAii PElfGAWASA.X 
Pual42 

(1) Pemcrintah Pusat, Pcmcrintah Daerah Provinsi Kalimantan Baral, dan 
Pemerintah Dacrah Kabupaten Sambas serta fas1Utas pelayanan 
kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik Pemerintah Pusat dan 
Pemcrintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Puskcsmas, scsuai dcngan tugas dan fungsi masing­ 
rnasing. 

(2) Pemcrintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi KaUmantan Baral, dan 
Pemerintah Daerab Kabupatcn Sambas dapat melibalkkan organsiasi 
profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelcnggaraan 
Puskesmas. 

(3) Pembinaan dan pcngawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan 

ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada 
masyarakat. 

Pual41 

{I) Sistem informasi Puskesmas merupalcan bagjan dari sistem informasi 
kesehatan Kabupaten Sambas. 

(2) Dalam mcnyclenggarakan sistem infonnasi Puskesmas, Puskcsmas 
wajib menyampaikan laporan kegjatan puskesmas secarn berkala 
kcpada Dinas Kcschatan Kabupaten Sambas. 

(3) Laporan kcgiatan Puskcsmas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 
merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang 
diselenggarakan melalui komunikasi data. 

(4) Keteniuan lebih lanjut mengenai Sistem lnformasi Puskesmas 

dilaksanakrul scsuru dengnn ketentuan pereturan perundang­ 
undangan. 

(2) Sistem informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dapat disclenggarakan secam elektronik atau non elektronik. 

(3) Sistem informasi Puskesmas paling sedikit mencakup: 
a. Pencataran dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya; 

b. survei lapangan; 
c. laporan lintas sektor terkait, dan 
d. lapornn jejaring pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, 
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bina !IV /a) 
NIP. 19640 112 200003 l 003 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAOJAN KUM DAN ANG-UNDANGAN 

BERITA OAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 10 

Diundangkan di Sambas 
padatonggal I April2016 
SEKRETARJS OAERAH KABUPATEN SAMBAS 

TIO 

JAMIAT AKAOOL 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 
JULlARTIDJUHARDIALWl 

Pual44 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setlap 
orang mengecahuinya, mcmerintahkan pen.gundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempacannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten Sambas. 
Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal I April 2016 

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan 

serta penelitian dan pengembangan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sampai dengan ayat (4) 

clilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 
BAB XI 

ICETUTUAlf PEJWTUP 
Pual43 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sambas Nomor 64 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Keschatan Masyarakal Kabupaten 
Sambas (Serita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 2431, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 



NO NAIIA KATEGORJ KEIIAIIPUAN WJLAYAH KERJA 
PUSKESMAS PELAYANAN 

I Sambas Perkotaan Non Rawat lnap Ocsa Oalam Kaurn, 
dan UGO 12jam Tanjung Mekar, Lubuk 

Dagang, Tanjung Bugis, 
Pcndawan, Pasar Melayu, 
Durian, .Jagur, Tumuk 
Manggjs dan Sc bay an 
Kecamatan Sambas 

2 Tcrigas Pedesaan Non Rawat lnap Ocsa Lumbang, Lorong, 
dan UGO 12jam Kartie.sa, Gapura, 

Scmangau, SungaJ 
Rambah dan Saing Rambi 
Keeamatan Sambas 

3 Semberang Pedcsaan Non Rawat lnap Ocsa Sumber Harapan 
Kccamatan Sambas 

4 Scjangkung Pedcsaan Non Rawat I nap Ocsa Parit Raja, 
dan UGO 12jam Penakalan, Piaritus, 

Scnujuh, Scmanga, Perigi 
Limus, Setalik, Sulung, 
Sckuduk, Perigi Landu, 
Scndoyan dan Sepantai 
Kecamatan Sejangkung 

5 Sajad Pedesaan Non Rawat lnap Desa Tcngguli, Jirak • 
dan UGO 12jam Mckar Jaya dan Beringin 

Kecamatan Sajad 

6 Su bah Terpcncil Non Rawat lnap Desa Balai Gemu.ruh, 
. dan UGO 12jam Sabung, Madak, Mensade 

dan Tebuall Elok 
Kecamatan Sambas 

. 

PELAYANAJil KESEHATAN IIASYARAKAT TINOKAT PERTAIIA YANG DAPAT 
DILAKUKAll PUSKESIIAS 

1.AMPlRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOIIOR 10 TAHUlf 2016 
TAIIGGAL l APRIL 2016 
TENTANO PENYELENGGARAAN PUSAT 
KESEHATMI IIASYARAKAT DI KABUPATEN 
SAllllA8 



7 Satai Tcrpencil Rawat !nap Desa Bu.kit Mulya, Sungai 
Sapa', Sungai Deden, 
Sempuma, Mukti 
Raharja, Kera ban Jaya 
Kecamatan Subah 

8 Sebawi Pcdesaan Non Rawat I nap Desa Sebawi, Sepuk 
dan UOD 12 jam Tanjung, Sempalai 

Scbedang, Te bing Batu, 
Ran tau Panjang, 
Scbangun, dan Tempatan 
Kecamatan Scbawi 

9 Tc bas Pedesaan Rawat lnap Desa Tebas Kuala, Tebas 
Sungai, Sempalai, Bekut, 
Makrampai, Mekor 
Sckuntum, Menserc, 
Pusaka, Segedong, 
Scjiram. Scberkat, 
Mari bas, Se rat Ayon, 
Oungun Perapakan, Batu 
Makjage dan Pangkalan 
Kongsi Kecamata11 Tebas 

JO Sungai Pcdcsaan Non Rawat Jnap Dcsa Sungai Kclambu, 
Ke lam bu dan UGO 12jam Scrumpun Buluh, Matang 

La bong. Scrindang, Mak 
Tangguk dan Bukit 
Scgolcr Kecamatan Tebus 

11 Semparuk Pcdcsaan Non Rawat Jnap Dcsa Semparuk, 
dan UGO 12jam Sepinggan, Scburing, 

Sepadu dan Singa Raya 
Kee Semparuk 

12 Pemangkat Perkotaan Non Rawat Jnap Ocsa Hara pan, Penjajap, 
Pemangkat Kota, 
Pt'rapakan, Lon am dan 
Gugah Sejahtera 
Kecamatan Pemangkat 

13 Scbangkau Pcdcsaan Non Rawat lnap Desa Jelutung, Desa 
dan UGD 12jam Sebatuan, Dusun Sungai 

Mas, Desa Pemangkat 
Kota Kecamatan 
Pemangkat 

14 Salatiga Pcdesaan Non Rawat lnap Desa Salatiga, Serumpun, 
dan UOD 12ja.-n Sungai Toman, Serunai, 

dan Parit Baru Kee 
Salatiga 



15 Selakau Timur Sangat Non Rawat lnap Desa Seranggam, Selakau 
Terpencil dan UGO l2jam Tua, Gelik dan Buduk 

Sempadang Kee Selakau 
Timur 

16 Selakau Pedesaan Rawat luap dan Desa Sullgai Nyirih, 
PONEO Sungai Rusa, Semelagj 

Besar, Parit Baru, Kuala, 
Sungai Daun, 1'wi 
Mentibar, Pangkalan 
Bamban, Benrunai, Parit 
Kongsi dan Oayung 
Bersambut Kecamatan 
Selalrou 

17 Scntebang Pcdcsaan Rawat lnap Dcsa Scntebang, Dun gun 
Laut, Sungai Nyirih, 
Bakau, Parit seua, 
Pclimpaan, Sarang 
Bu rung Kuala, Sarang 
Buru.ng Usrat, Sarang 
Bu rung Kolarn, Sungal 
Ni lam, Sarang Burung 
Danau, Lambau dan 
Mutus Darussalam 
Kecamatan Jawai 

18 MatangSuri Pcdesaan Rawat !nap dan Dcsa Ma tang Tcrap, 
PONEO Scmperiuk A, Scmperiuk 

B, Sarilaba A. Sarilaba B. 
Sabaran, Suah Api dan 
Jawai Laut Kee Jawai 
&,Iatan 

19 Scgarau Pcdcsaan Rawat lnap Desa Scgarau Kccamatan 
Tc bas 

20 Tekarang Pcdesaan Rawat !nap Ocsa Sempadian, 
Tckarang, Rambayan, 
Sari Makmur, Ma tang 
Segarau, Merubung dan 
Ceoala Kee Tekarana 

21 Sungai Baru Pcdesaan Non Rawat lnap Desa Sungai Baru, 
den UGO 12jam Puringan, Belimang, 

Sengawang, dan Toluk 
Kasch Kecamatan Teluk 
Kcramat 

22 Sekura Pcdcsaan Rawat I nap den Desa Sekura, Sungai 
PO NED Kumpai, Tri Mandayan, 

Peda.da, Tambatan, 
Kubangga, Tanjung 
Kcracut, Scbagu, Scpadu 
dan Lela Kecamatan 
Tcluk Kcramat 



MARlANIS 
Pembina (JV I a) 

NlP.19640112 200003 I 003 

Salinan Sesuai Deogan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKU DAN PERUND G-UNDANGAN 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

JULIARTI DJUHARDI ALWI 

23 Pimpinan Pcdcsaan Non Rawat lnap Oesa Pipit Teja, Matang 
clan UGO 12 jam Segantar, Sayang Sedayu, 

Mulia, Teluk Kum bang, 
Samustida, Sungai 
Serabek, Mekar 
Sekuntum, Kuala 
Pangl<alan Keramat dan 
Sabing Kecamatan Teluk 
Keramat 

24 Simpang Empat Pedesaan Non Rawat lnap Desa Sim pang Em pat, 
dan UGO 12 jam Tangaran, semera, 

Merpati, Pancur, 
Merabuan, Arung Parak 
dan Arung Ma dang 
Kecamatan Tangaran 

25 Ga ling Pedesaan Rawat lnap dan Desa Galing, Ratu 
PON ED Sepudak, Tempapan 

Kuala, Tcmpapan Hulu, 
Sungai Pala.h, Sagu, 1'ri 
Kem bang, Teluk Pandan 
dan Sijang Kecamatan 
Gating 

26 Sajingan Sangat Rawat !nap Desa K.aliau, Sebunga, 
Terpencil Sanatab, Santa ban dan 

Sungai Bening Kecamatan 
Sajingan Besar 

27 Palob Tcrpencil Rawat lnap dan Desa Nibung, Tanah 
Mampu PONED Hitam, Matang Danau, 

Kallman tan, Malek, 
Mentibar dan Se bu bus 
Kecamatan Paloh 

28 Temnjuk Sangat Non Rawat !nap Desa Temajuk Keeamatan 
Terpencil dan UGO 12jam Pal oh 
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